
 

 

 
 

PROPINSI BANTEN 
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 26 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PANDEGLANG, 

Menimbang    : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4010); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti     
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 6515); 

SALINAN 



 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
 



 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 6523); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 450); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020         
Nomor 1781); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2022 Nomor 6)  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 



Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 3); 

 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1   

Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2024 Nomor 1); 

22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2022 Nomor 76) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Pandeglang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2023 Nomor 49); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: 

1. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.518.052.663.988,75 
(Dua Triliun Lima Ratus Delapan Belas Miliar Lima Puluh Dua Juta Enam 
Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Koma 
Tujuh Lima Rupiah) terdiri atas: 

a. pendapatan asli daerah          Rp   238.919.857.655,75 

b. pendapatan transfer          Rp2.279.069.288.333,00 

c. lain-lain pendapatan yang sah          Rp            63.518.000,00 

 Jumlah Pendapatan             Rp2.518.052.663.988,75 

2. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.528.311.404.034,00 (Dua 
Triliun Lima Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Empat 
Ratus Empat Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) terdiri atas: 

a. belanja operasi  

1) belanja pegawai                              Rp1.098.158.060.227,00 

2) belanja barang dan jasa                                 Rp   576.676.262.660,00 

3) belanja subsidi                                               Rp           80.000.000,00 

4) belanja hibah                                                 Rp     84.736.075.826,00 

5) belanja bantuan sosial                                    Rp      3.132.550.000,00 

Jumlah belanja operasi Rp1.762.782.948.713,00 



 

b. belanja modal 

1) belanja modal tanah                                       Rp          387.325.600,00 

2) belanja modal peralatan dan mesin                 Rp     69.807.098.906,00 

3) belanja modal gedung dan bangunan              Rp   126.974.454.063,00 

4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan         Rp     98.397.411.386,00 

5) belanja modal aset tetap lainnya                     Rp       7.499.137.263,00 

Jumlah belanja modal                                     Rp   303.065.427.218,00 

c. belanja tidak terduga                                            Rp       4.220.861.231,00 

Jumlah belanja tidak terduga                               Rp       4.220.861.231,00 

d. belanja transfer 

1) belanja bagi hasil                                            Rp       5.358.948.892,00 

2) belanja bantuan keuangan                              Rp   452.883.217.980,00 

Jumlah belanja transfer                                  Rp    458.242.166.872,00 

3. Surplus/(defisit)          Rp    (10.258.740.045,25) 

4. Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp97.587.941.949,85 
(Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan 
Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma 
Delapan Lima Rupiah) terdiri atas: 

a. penerimaan             Rp    97.587.941.949,85 

b. pengeluaran            Rp                           0,00 

Jumlah pembiayaan netto (1-2)          Rp     97.587.941.949,85 

5. Sisa lebih perhitungan pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)  
Rp87.329.201.904,60 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh 
Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Koma Enam Nol 
Rupiah) 

 

Pasal  2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 
penjabaran realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

(2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal 12 Agustus 2024   

BUPATI PANDEGLANG, 

 

                                                                                    CAP / TTD 

 

          IRNA NARULITA 

 

 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal 12 Agustus 2024   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

                             CAP / TTD 

 

ALI FAHMI SUMANTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN  2024 NOMOR 26 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,  

 

 
 

 

 

 

          M.MURYANTO,SH 
    Nip. 19661005 200212 1 003 


